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Abstrak 

 
Berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal 

menghambat efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan 

publik.  Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana 

transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung terciptanya agile 

government dalam konteks reformasi birokrasi 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif dengan desain studi literatur dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa transformasi digital keuangan daerah belum optimal, masih terhambat 

oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat, serta ketimpangan infrastruktur 

teknologi, dan tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya infrastruktur. 

Secara keseluruhan, transformasi digital dan agile government saling mendukung dalam upaya 

reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pendekatan 

strategis untuk mengoptimalkan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam 

mewujudkan agile government reformasi birokrasi 4.0 secara garis besar menekankan pada 

penciptaan kultur birokrasi baru yang sigap, tangkas dan cerdas, SDM yang kompeten, program 

kerja yang efektif dan cepat memperoleh hasil yang maksimal yang didukung oleh integrasi 

teknologi di dalamnya. Pendekatan tersebut direpresentasikan melalui inovasi teknologi, 

kolaborasi, fokus pada kualitas pelayanan publik, pelatihan, keberlanjutan dan adaptasi, serta 

monitoring dan evaluasi berkala. Maka direkomendasikan pemerintah daerah perlu secara 

kolaboratif membentuk forum percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah 

lintas stakeholder dengan melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.  

Kata kunci : Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah, Agile government, 
Reformasi Birokrasi 4.0  
 

Abstract 
 

Various issues in regional financial management that remain suboptimal hinder the effectiveness, 
efficiency, transparency, and accountability of public service delivery. Therefore, the objective of 
this research is to analyze how digital transformation in regional financial management can 
support the creation of agile government within the context of bureaucratic reform 4.0. The 
research employs a descriptive method with a literature study design, utilizing descriptive analysis 
techniques. The findings indicate that the digital transformation of regional finances is not yet 
optimal, still hampered by a lack of understanding and training for officials, as well as disparities 
in technological infrastructure and challenges such as resistance to change and insufficient 
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infrastructure. Overall, digital transformation and agile government mutually reinforce efforts 
toward bureaucratic reform and the enhancement of public service quality in Indonesia. A 
strategic approach to optimizing the digital transformation of regional financial management to 
achieve agile government in bureaucratic reform 4.0 emphasizes the creation of a new 
bureaucratic culture that is responsive, agile, and intelligent, along with competent human 
resources, effective work programs, and the rapid achievement of maximum results supported by 
the integration of technology. This approach is represented through technological innovation, 
collaboration, a focus on public service quality, training, sustainability and adaptation, as well as 
regular monitoring and evaluation. It is recommended that local governments collaboratively 
establish a forum for accelerating the digital transformation of regional financial management 
across stakeholders, involving the participation of various community elements. 
Keywords: Digital Transformation of Regional Financial Management, Agile government, 
Bureaucratic Reform 4.0 

 

Pendahuluan 
Kemajuan pesat dalam teknologi digital telah mendorong pemerintah di seluruh 

dunia untuk mengadopsi transformasi digital sebagai upaya meningkatkan layanan 
publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Di Indonesia, kebutuhan akan 
digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah semakin mendesak, khususnya dalam 
konteks inisiatif Reformasi Birokrasi  yang dicanangkan oleh pemerintah melalui 
PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 
2025. (Ratnawati & Susilowati, 2022) (Kurniawan & Arti, 2020) (Iswandari, 
2021) (Riyanto & Clarashinta, 2021) 

Digitalisasi keuangan daerah merupakan komponen penting dari upaya 
transformasi digital yang lebih luas dalam sektor publik di Indonesia. Implementasi 
sistem e-government telah memungkinkan komunikasi dan pengelolaan data yang lebih 
efisien antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Namun, kerangka hukum yang ada 
di Indonesia belum secara memadai mengatur perlindungan data pribadi, yang 
merupakan aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan e-
government. (Iswandari, 2021) 

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi,  dilakukan melalui pendekatan 
modern dalam pengelolaan birokrasi yang mengintegrasikan teknologi digital dan 
prinsip-prinsip agile government untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 
responsivitas dalam pelayanan publik. Dalam konteks ini, Reformasi Birokrasi dicapai 
melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam setiap aspek 
operasional birokrasi, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang 
lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Busri et al., 2023).  

Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan di 
Indonesia secara substansial telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 95 
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi 
regulasi tersebut diwujudkan melalui penerapan e-government di berbagai instansi 
pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan hasil evaluasi dari 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indeks SPBE 
Nasional memperoleh nilai sebesar 2,34 dari skala 5 dan masuk kategori “cukup”. 
Selanjutnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh United Nation tentang 
penerapan e-government di berbagai negara, Indonesia menempati peringkat 77 dari 
193 negara di tahun 2022 (Kementerian PAN RB, 2023).  
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Kinerja digitalisasi pada sektor publik secara umum telah mengalami 
peningkatan dan berbagai perbaikan. Upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas 
SPBE tidak cukup hanya dilakukan dengan tumbuhnya berbagai aplikasi di instansi 
pemerintahan. Secara konseptual e-government harus mampu memberikan dampak 
pada reformasi administratif (administrative reform) dengan adanya integrasi tata 
kelola, perampingan proses kerja, peningkatan transparansi dan peningkatan kualitas 
pelayanan publik (Chen et al., 2017). 

Secara teoritis ruang lingkup transformasi digital tidak hanya terbatas pada 
aspek teknologi digital saja, namun mencakup keterlibatan jenis-jenis sumber daya 
yang terintegrasi secara strategis. Faktor kunci transformasi digital terletak pada 
interaksi tiga aspek kunci yaitu organisasi, teknologi dan sumber daya manusia 
(Queriroz & Wamba, 2022). Transformasi digital diartikan sebagai upaya strategis 
untuk merespons disrupsi dengan menggunakan teknologi digital untuk merubah alur 
penciptaan nilai (value creation path) melalui perubahan struktural (struktur, budaya, 
kepemimpinan dan tata kelola) (Vial, 2019).  

Transformasi digital keuangan daerah merupakan elemen kunci dalam 
mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi pemerintah daerah. Agile 
government sendiri merujuk pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan 
cepat terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, yang sangat penting 
dalam konteks dinamika sosial dan ekonomi saat ini. Digitalisasi dalam sektor keuangan 
daerah tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat 
transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan fondasi dari good governance 
(Sudrajat, 2021). 

Salah satu aspek penting dari transformasi digital keuangan adalah 
kemampuannya untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan keuangan. 
Menurut Sudrajat, penerapan teknologi informasi dalam layanan publik dapat 
menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan (Sudrajat, 2021). 
Dengan memanfaatkan platform digital, pemerintah daerah dapat menyediakan 
layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan 
bahwa pendekatan agile dapat membantu pemerintah dalam merespons tantangan 
yang dihadapi dengan lebih cepat dan efektif (Mergel et al., 2020). 

Selain itu, digital finance juga berperan dalam memperkuat kapasitas 
pemerintah daerah untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbasis data. 
Transformasi digital dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menganalisis 
data dan informasi, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang 
lebih baik dan lebih cepat (Li et al., 2022). Dengan adanya data yang akurat dan terkini, 
pemerintah daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat, 
sehingga menciptakan layanan publik yang lebih baik. 

Masalah digitalisasi keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada 
reformasi birokrasi di pemerintah daerah di Indonesia mencakup berbagai tantangan 
yang berkaitan dengan implementasi teknologi, budaya organisasi, dan kapasitas 
sumber daya manusia. Agile government, yang didefinisikan sebagai kemampuan 
organisasi untuk merespons perubahan dengan cepat dan efisien, sangat bergantung 
pada infrastruktur digital yang memadai dan dukungan dari seluruh elemen 
pemerintahan (Akbar et al., 2023). Transformasi digital ini bukan hanya sekadar 
menciptakan efisiensi administratif, tetapi juga menjadi landasan untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan pelayanan bagi seluruh warga negara (Ningtyas & Angin, 2024). 
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Beberapa tantangan dalam digital keuangan daerah lainnya yaitu kurangnya 
infrastruktur teknologi yang memadai, karena pemerintah daerah sering kali 
menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru karena keterbatasan sumber 
daya dan infrastruktur yang ada (Kurnia et al., 2022). Tantangan mendasar lainnya 
seperti kurangnya aksesibilitas terhadap teknologi digital, ketimpangan antarwilayah 
dalam infrastruktur teknologi, serta kurangnya literasi digital di beberapa lapisan 
masyarakat menjadi hambatan utama dalam kesuksesan implementasi layanan publik 
berbasis digital (Lukman & Sakir, 2024). 

Aspek budaya organisasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan 
transformasi digital. Perubahan dalam pola pikir dan budaya kerja di kalangan pegawai 
pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung agile government (Mergel et al., 2020). 
Perubahan dalam sistem sosial dan budaya organisasi sering kali lebih lambat 
dibandingkan dengan perubahan teknis (Gangneux & Joss, 2022). Selain itu, tantangan 
dalam pengelolaan data juga menjadi perhatian. Pengelolaan data yang efektif sangat 
penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, yang 
merupakan salah satu prinsip dasar dari agile government (Lillie & Eybers, 2019). 

Urgensi topik pada kajian ini terletak pada potensi manfaat yang dapat diberikan 
oleh transformasi digital, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, 
terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Teknologi digital dapat menyederhanakan 
proses administratif, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki kualitas 
penyampaian layanan publik. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mempercepat 
kebutuhan akan pemerintahan yang tangkas dan responsif, yang semakin menegaskan 
pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. (Kurniawan & 
Arti, 2020) Selain itu,  transformasi digital dapat membantu pemerintah daerah dalam 
meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan (Nur et al., 2022). Namun, untuk mencapai hal ini, pemerintah 
daerah perlu memastikan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya efisien, tetapi juga 
mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Manik, S. P., & Juwono, V. (2024) mengungkap 
bahwa transformasi digital di Kementerian Keuangan telah berdampak pada perbaikan 
tata kelola dan kualitas reformasi birokrasi yang disebabkan oleh adanya komitmen 
organisasi untuk konsisten pada agenda transformasi digital. Berbagai capaian kinerja 
di bidang pengelolaan teknologi dan penguatan tata kelola menjadi bagian yang 
memberikan kontribusi positif bagi terlaksanakan transformasi digital di kementerian 
keuangan. Praktik baik yang telah terlaksana di tingkat pemerintah pusat di 
Kementerian keuangan sebagaimana ditunjukkan pada kajian tersebut menjadi 
dorongan bahwa terdapat potensi dari transformasi digital dalam pengelolaan 
keuangan di tingkat pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat. 

Selain itu terdapat gap teoritis yang perlu diisi yang juga menjadi urgensi pada 
kajian ini. Kesenjangan teoritis dalam konteks transformasi digital pengelolaan 
keuangan daerah di Indonesia dapat diidentifikasi melalui beberapa dimensi. Pertama, 
literatur yang ada sebagian besar berfokus pada perusahaan besar atau sektor tertentu, 
sehingga mengabaikan tantangan dan kontribusi unik dari Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) serta entitas pemerintah daerah. Zhao (2024) menyoroti bahwa 
penelitian sebelumnya umumnya berpusat pada perusahaan yang terdaftar, yang 
mungkin tidak mencerminkan kebutuhan UMKM atau pemerintah daerah yang 
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memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Kesenjangan ini 
menunjukkan perlunya studi yang lebih inklusif untuk mempertimbangkan beragam 
lanskap pengelolaan keuangan di berbagai jenis dan ukuran organisasi di Indonesia. 
Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat topik mengenai transformasi digital 
dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya strategis untuk mewujudkan agile 
government dalam kerangka reformasi birokrasi. Dalam era digital yang terus 
berkembang, pemerintah daerah diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap 
perubahan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi, serta meningkatkan 
kualitas layanan publik melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan. 

 
Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Qualitative 
Secondary Analysis (QSA), yaitu analisis data kualitatif melalui penggunaan dan analisis 
ulang data sekunder yang telah tersedia (Greenwood, 2020). Data dikumpulkan dari 
berbagai sumber, termasuk hasil penelitian terdahulu, working paper, prosiding 
konferensi, media massa, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan topik 
penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan sistematis, 
menggunakan kriteria seleksi yang jelas, seperti relevansi terhadap pertanyaan 
penelitian, kredibilitas sumber, serta kelengkapan informasi yang disajikan. 

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama sesuai dengan 
pendekatan deskriptif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles 
dan Huberman, 2009). Pada tahap reduksi data, informasi dari berbagai dokumen 
disaring dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian, dengan mengeliminasi data yang 
tidak relevan atau kurang berkualitas. Data yang telah direduksi kemudian disajikan 
dalam bentuk narasi tematik atau visualisasi, seperti tabel atau diagram, untuk 
mendukung analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil 
sintesis temuan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara terintegrasi. 

Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, dilakukan triangulasi 
sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai 
dokumen yang berasal dari sumber berbeda untuk mengidentifikasi konsistensi, 
kesenjangan, atau perbedaan dalam data. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi bias, 
meningkatkan keandalan temuan, dan memperkuat dasar analisis. Dengan menerapkan 
pendekatan Qualitative Secondary Analysis yang berfokus pada evaluasi mendalam data 
sekunder. 
 
Hasil dan Pembahasan  
Transformasi Digital Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile Government 
pada Reformasi Birokrasi 4.0 

Transformasi digital keuangan daerah di Indonesia merupakan langkah strategis 
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan publik. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan teknologi 
informasi, tetapi juga memerlukan perubahan dalam budaya organisasi dan kapasitas 
sumber daya manusia. Dalam konteks ini, transformasi digital keuangan dapat 
berkontribusi pada reformasi birokrasi dan pengembangan agile government di 
pemerintah daerah. 

Meskipun telah ada upaya untuk mengimplementasikan Sistem Informasi 
Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), namun 
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penerapan teknologi ini belum sepenuhnya efektif. Di daerah, seperti di Pekanbaru dan 
Kabupaten Serang, implementasi SIPD dan SIMRAL mengalami kendala, termasuk 
kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparatur pelaksana, yang berujung pada 
ketidakoptimalan dalam pengelolaan keuangan daerah (Amanuha et al., 2021; Vitriana 
et al., 2022; Ramanda et al. 2021; Hardjanto, 2019). Salah satu faktor yang berkontribusi 
terhadap ketidakoptimalan ini adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan. Meskipun ada instruksi untuk menampilkan informasi keuangan 
di website resmi pemerintah daerah, banyak daerah yang belum melaksanakan hal ini 
secara efektif (Adriana, 2020; Purwanurhadi, 2023).  

Hal tersebut menciptakan kesenjangan informasi antara pemerintah dan 
masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan publik terhadap 
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, di Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa 
meskipun terdapat sarana dan prasarana yang memadai, komunikasi dan komitmen 
dalam menjalankan kebijakan belum optimal, sehingga menghambat efektivitas sistem 
informasi yang ada (Henukh et al., 2020; Nokas et al., 2022).  

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kompetensi sumber daya manusia 
(SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana kualitas laporan keuangan sangat 
dipengaruhi oleh kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi 
(Mustaqmah & Putri, 2022; Fitriasari, 2024). Meskipun teknologi informasi telah 
diterapkan, tanpa dukungan SDM yang kompeten, hasil yang diharapkan sulit tercapai. 
Tanpa adanya pelatihan dan pengembangan yang memadai, penggunaan teknologi 
informasi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak akan memberikan hasil yang 
optimal. 

Lebih lanjut, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual juga 
menjadi tantangan tersendiri. Meskipun ada upaya untuk menerapkan akuntansi 
berbasis akrual, banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami dan 
mengimplementasikan standar ini dengan baik (Mayani et al., 2018; Jati, 2019). Hal ini 
berkontribusi pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, yang 
seharusnya mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan daerah. Penerapan sistem transaksi non-tunai dapat meningkatkan 
transparansi dan mengurangi potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah 
(Haryono, 2020). Namun, implementasi sistem ini sering kali terhambat oleh resistensi 
dari aparat pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang 
dari sistem tersebut.  

Di Indonesia, transaksi pembayaran non tunai melalui telepon seluler 
(smartphone) mengalami akselerasi yang luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir, nilai 
transaksi pembayaran digital melonjak dari Rp12,4 triliun pada 2017 menjadi Rp305,4 
triliun tahun 2021, atau tumbuh rata-rata 115,8 persen setiap tahunnya. Di Kawasan 
ASEAN, nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2021 juga tumbuh paling tinggi, yakni 
sebesar US$26 miliar atau 59% secara year-on-year. Pertumbuhan transaksi digital ini 
diperkirakan akan lebih pesat lagi dalam tahun-tahun mendatang, dan fenomena ini 
sudah semestinya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan 
transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan mendorong kepatuhan pajak. 
Sejak 2020 telah diterapkan aplikasi untuk pembayaran pajak daerah secara non tunai. 
Demikian pula dalam pembayaran retribusi pasar dan tempat parkir telah dapat 
dilakukan dengan menggunakan e-money dan QRIS. Tidak hanya di Pulau Jawa, daerah-
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daerah di luar Jawa pun telah mulai mengembangkan aplikasi untuk pembayaran pajak 
dan retribusi daerah secara non tunai dengan menggunakan QRIS. 

Organisasi publik diharapkan memiliki sistem manajemen yang lebih efisien 
dengan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas dan komprehensif seperti big 
data analytics dan antisipasi terhadap lingkungan bisnis yang disruptif. Beberapa 
negara kini ingin menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, murah dan cepat, 
tetapi juga sekaligus tetap humanis dan berpusat pada kemaslahatan warga 
(Kumorotomo, 2019).  

Dalam konteks global, Singapura menjadi percontohan dalam praktik baik agile 
government. Implementasi agile government di Singapura diwujudkan dengan lebih 
menekankan pada kebebasan warga negaranya untuk dapat menyampaikan pendapat 
melalui sistem Citizen’s Juries. Dengan adanya sistem ini, Pemerintah Singapura lebih 
mudah pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemikiran dan pengalaman 
warga negaranya sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang 
diaspirasikan warganya. Sistem tadi setidaknya memberi andil 70 hingga 700 
masyarakat Singapura buat memberikan pendapat pada proses pemahaman sebuah isu 
sosial. Hasilnya tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan yang baik dan 
berpihak pada masyarakat, tetapi sistem tersebut juga merupakan bentuk pendidikan 
politik dan demokrasi bagi masyarakat Singapura (Vernanda, R.,2019). 

Di Indonesia sendiri dalam mewujudkan agile government mendapat tantangan 
dalam praktiknya, khususnya pada aspek kapasitas, kapabilitas, aksesibilitas pengguna 
akan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta tingkat pembangunan di 
beberapa wilayah di Indonesia yang masih rendah.  Indeks Pembangunan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) atau ICT Development Index dapat melihat tingkat 
perkembangan TIK di suatu daerah. BPS mencatat bahwa jarak antara nilai indeks TIK 
pada provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah semakin melebar. Pada 2021, jarak 
antara indeks TIK tertinggi dan terendah ada di angka 4,31. Kemudian pada 2022, 
jaraknya semakin melebar menjadi 4,41. Indeks pembangunan TIK tertinggi di 
Indonesia berada di provinsi DKI Jakarta dengan nilai 7,64. Sementara itu, indeks 
pembangunan TIK dengan nilai terendah berada di provinsi Papua dengan nilai 3,22. 
Perbedaan angka inilah yang menyebabkan jarak ketimpangan indeks TIK di Indonesia 
meningkat menjadi 4,41 (BPS RI, 2023). 

Jakarta tercatat memperoleh nilai pada subindeks akses dan infrastruktur 
sebesar 8,27. Kemudian, penggunaan TIK berada di angka 7,54 dan keahlian TIK 
memperoleh nilai 6,57.  Berbeda dengan ibu kota, Papua mendapatkan nilai pada 
subindeks akses dan infrastruktur sebesar 3,38. Pada penggunaan TIK memperoleh 
nilai 5,38. Sementara itu, subindeks keahlian TIK memperoleh nilai 5,73. Sementara, 
indeks pembangunan TIK terendah kedua kembali ditempati daerah timur, yakni 
provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan indeks 5,13. Nilai ini diperoleh dari 
subindeks akses dan infrastruktur dengan skor 5,48, penggunaan dengan indeks 5,73 
dan keahlian TIK memperoleh indeks 5,73. Artinya, terdapat kesenjangan yang lebar 
pada aspek akses dan infrastruktur TIK di wilayah Barat dengan wilayah Timur 
Indonesia (BPS RI, 2023). 

Agile government akan lebih mudah terwujud jika didahului perbaikan 
infrastruktur TIK khususnya di kawasan timur Indonesia. Pengembangan Infrastruktur 
juga harus dibarengi dengan peningkatan keahlian dan pemanfaatan TIK warga negara. 
Sosialisasi intensif dan pelatihan TIK oleh pemerintah tentunya akan menawarkan 
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banyak manfaat bagi komunitas seperti peningkatan keterampilan, keterbukaan ruang 
untuk berbincang dengan masyarakat secara digital hingga menciptakan era 
pemerintahan digital (Vernanda, 2019). 

Organisasi harus memberikan respon dengan cepat dan tepat karena jika 
semakin lama organisasi mengambil tindakan maka dapat menghadapi tantangan 
perubahan lingkungan yang lain. Agile government menjadi penting untuk diterapkan 
suatu organisasi dalam menyambut era disrupsi saat lain (Vernanda, 2020). 

Hubungan antara transformasi digital keuangan daerah dan agile government 
sangat penting dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia. Transformasi digital 
keuangan daerah mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 
publik. Sementara itu, agile government menekankan pada kemampuan pemerintah 
untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. 
Keduanya saling melengkapi dan dapat memperkuat satu sama lain dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah diyakini dapat meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan prinsip dasar dari agile government. 
Dengan menggunakan sistem informasi manajemen keuangan yang berbasis digital, 
pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat 
waktu. Hal ini sejalan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dapat 
mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap 
pemerintah (Tian et al. 2022; Jiaxuan, 2023). Selain itu, ketika masyarakat memiliki 
akses yang lebih baik terhadap informasi keuangan, mereka dapat lebih aktif 
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan bagian penting 
dari agile government. 

Transformasi digital juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, 
pemerintah dapat mengumpulkan data dan umpan balik dari masyarakat secara real-
time, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Penggunaan 
platform digital dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan interaksi antara 
pemerintah dan masyarakat, serta mempercepat proses pengambilan keputusan 
(Urbinati et al., 2018; Koskelainen et al., 2023). Ini menciptakan lingkungan yang lebih 
adaptif dan responsif. 

Digitalisasi keuangan daerah juga berkontribusi pada pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi. Dengan adanya pelatihan dan 
pengembangan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital, pegawai pemerintah 
dapat lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Peningkatan 
kompetensi SDM dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik 
(Jiang et al., 2021; Wamba et al., 2023). 

 Dalam konteks agile government, SDM yang kompeten dan adaptif sangat 
penting untuk memastikan bahwa birokrasi dapat berfungsi dengan baik dalam 
menghadapi dinamika masyarakat. Namun, meskipun ada banyak manfaat, tantangan 
dalam menerapkan transformasi digital keuangan daerah dan agile government. 
Resistensi terhadap perubahan, kurangnya infrastruktur teknologi, dan keterbatasan 
dalam pelatihan SDM dapat menghambat proses ini. Oleh karena itu, diperlukan 
dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan yang mendukung digitalisasi 
dan pengembangan kapasitas SDM di daerah (Yang et al., 2021; Wu et al., 2022).  
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Secara keseluruhan, transformasi digital keuangan daerah dan agile government 
memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Dengan menerapkan teknologi 
digital dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dapat meningkatkan 
transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, yang pada gilirannya memperkuat 
prinsip-prinsip agile government dalam reformasi birokrasi. 

 
Strategi Transformasi Digital Keuangan Daerah Mewujdkan Agile government 

Setidaknya ada tiga alasan utama mengapa transformasi digital dalam keuangan 
publik semakin populer. Pertama, bagi pemerintah daerah, digitalisasi dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sekaligus 
meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengadaan 
barang dan jasa yang terus meningkat. Ini menjadi semakin penting mengingat 
kapasitas fiskal banyak daerah di Indonesia yang masih sangat terbatas. Menurut 
penilaian Kementerian Keuangan pada 2020, terdapat 380 kabupaten/kota—lebih dari 
separuh total kabupaten/kota di Indonesia—yang memiliki kapasitas fiskal dalam 
kategori rendah dan sangat rendah. Kedua, transformasi dalam pelayanan publik 
mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi yang sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks perpajakan, misalnya, rendahnya tingkat 
kepatuhan pajak sering kali disebabkan oleh prosedur pelaporan dan pembayaran yang 
tidak efisien serta tidak memudahkan wajib pajak. Selain itu, tingginya angka korupsi 
yang melibatkan pejabat publik, termasuk di tingkat daerah, semakin menuntut 
peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat dicapai melalui 
digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah (Faisal, 2022). 

Reformasi birokrasi (RB) 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, 
inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Bondarouk & 
Brewster, 2016). Reformasi birokrasi (RB) 4.0 adalah kelanjutan dari konsepsi 
reformasi birokrasi yang sudah berjalan sebelumnya. Dengan tambahan dimensi 
kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan TIK, maka pemerintah diharapkan mampu 
menerima manfaat maksimal dari Revolusi Industri (R.I) 4.0. Sementara disisi lain juga 
dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari Revolusi Industri (R.I) 4.0 
(Amalia, 2018). Kolaborasi adalah salah satu cara yang dapat diupayakan pemerintah 
untuk menghadapi era R.I 4.0. Penerapan kolaborasi dapat memberikan ruang 
partisipasi dalam perumusan kebijakan; meminimalkan konflik dan menguatkan modal 
sosial antar stakeholder; dan menyediakan ide dan sumberdaya yang bervariasi untuk 
menyelesaikan masalah. Fenomena internet of things (IoT) dalam R.I 4.0 menyediakan 
peluang besar yang mendukung dan memudahkan kolaborasi (Kim, 2016).  

Strategi berikut yang dapat dilakukan pemerintah di era Revolusi Industri (R.I) 
4.0 yaitu melakukan inovasi dalam berbagai bidang tugasnya. Inovasi pada dasarnya 
adalah implementasi dari ide-ide baru. Dalam konteks sektor publik, inovasi merupakan 
pelaksanaan dari ide-ide baru dan baik untuk menghasilkan dampak dan perubahan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan pelayanan (Faedlulloh et 
al., 2020). Inovasi di instansi pemerintah Indonesia sudah diterapkan. Sudah banyak 
instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki inovasi di berbagai bidang tugas 
dan fungsinya, terutama dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini 
merupakan modal yang baik untuk dapat menghadapi R.I. 4.0 (Acker & Bouckaert, 
2018). Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan ciri utama dari Revolusi 
Industri (R.I) 4.0. Terdapat 2 (dua) dimensi dalam pengelolaan TIK yang perlu 
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diperhatikan, yaitu dimensi perencanaan dan dimensi infrastruktur. Instansi 
pemerintah pusat masih belum memiliki perencanaan pengembangan e-government 
yang memadai, namun infrastruktur TIK yang tersedia sudah memadai tapi belum 
dikelola baik dan tingkat keamanannya masih rendah (Nurrohmah et al., 2017). 

Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil meraih penghargaan terbaik pertama 
kategori Digitalisasi Ekonomi Daerah dan kategori Elektronifikasi Transaksi Keuangan 
Pemerintah Daerah, pada ajang Bank Indonesia Awards Tahun 2023. Ada beberapa hal 
yang dapat dipelajari dari keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut, yang 
dapat dijadikan strategi untuk mengoptimalkan transformasi digital pengelolaan 
keuangan daerah dalam mewujudkan agile government pada reformasi birokrasi 4.0 di 
antaranya: 

1. Inovasi teknologi yang memadai untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan 
transaksi keuangan. Inovasi seperti aplikasi pembayaran digital dan sistem 
informasi yang terintegrasi menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat 
meningkatkan efisiensi. 

2. Keterlibatan stakeholder melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, 
dan masyarakat. Keterlibatan semua pihak dalam proses digitalisasi dapat 
meningkatkan adopsi dan pemanfaatan teknologi yang lebih luas. 

3. Fokus pada kualitas pelayanan publik dimana transformasi digital yang 
dilakukan tidak hanya untuk efisiensi internal, tetapi juga untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, 
masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari digitalisasi. 

4. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang 
terampil menggunakan teknologi. 

5. Keberlanjutan dan adaptasi dengan perencanaan strategis jangka panjang untuk 
beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang 
terus berubah. 

6. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program-program digitalisasi, 
dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta 
memaksimalkan potensi yang ada. 
 
Hal tersebut sejalan dengan prinsip Agile government, yakni: prinsip pertama 

good enough governance: konteks organisasi menjadi perhatian untuk tata kelola; 
prinsip kedua business-driven: setiap tindakan harus berorientasi pada proses bisnis; 
prinsip ketiga human focused: tata kelola perlu memperhatikan aspek partisipasi dan 
keterlibatan masyarakat; prinsip keempat based on Quick wins: keberhasilan yang 
diperoleh secara cepat dirayakan dan menjadi dorongan dalam memperoleh banyak 
hasil; prinsip kelima systematic and adaptive approach: kelompok/tim dalam organisasi 
harus mampu mengembangkan kemampuan intrinsik untuk dapat dengan cepat dan 
sistematis menghadapi perubahan; dan prinsip keenam simple design and continuous 
refinement: kelompok/tim dalam organisasi harus dapat memperoleh hasil yang cepat 
serta mempunyai peningkatan (Luna, 2015). 

Dengan konsep Agile ini sebuah institusi tahu cara melakukan identifikasi 
masalah mulai dari faktor penyebab, ciri, bentuk, akibat sampai pada akar masalah (tata 
kelola), setelah itu akan ditemukan peluang apa saja yang bisa diambil dan cara atau 
metode taktis dan strategis apa saja yang diaplikasikan untuk menindaklanjutinya. Yang 
membuat beda, metode agile bisa melakukan tindak lanjut dengan waktu relatif singkat 
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dan menggunakan semua aspek perubahan efektif, terlebih lagi dampak dari hasilnya 
perlahan dapat dirasakan. Keunggulan konsep Agile ini adalah melakukan simplifikasi 
terhadap birokrasi, fokus pada sarat kecepatan dan kemudahan, unik, berpikir Out-oF-
The-Box, serta perwujudan dari dynamic governance (Sugiarto, 2021). 

Pada intinya konsep agile tak cukup hanya konsep membangun tetapi 
bagaimana menciptakan kultur birokrasi baru yang sigap, tangkas dan cerdas,  SDM 
yang kompeten, serta menyusun program kerja yang efektif dan cepat memperoleh hasil 
yang maksimal.  Reformasi birokrasi yang diintegrasikan dengan transformasi digital 
pengelolaan keuangan daerah memungkinkan pemerintah untuk lebih fleksibel dalam 
menanggapi kebutuhan masyarakat. 

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menciptakan sistem 
yang transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan teknologi, pemerintah dapat 
memantau anggaran secara real-time, sehingga dapat mengalokasikan dana sesuai 
kebutuhan masyarakat dengan lebih tepat. Data yang akurat juga mendukung 
pengambilan keputusan yang lebih baik, memungkinkan pemerintah untuk merespons 
isu-isu publik dengan cepat. 

Selain itu, transparansi yang dihasilkan dari sistem digital meningkatkan 
kepercayaan masyarakat. Masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran, yang 
pada gilirannya mendorong partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. Dengan demikian, terwujudnya agile government melalui transformasi digital 
tidak hanya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, menjadikannya lebih responsif, efisien, dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. 
Kesimpulan  

Transformasi digital keuangan daerah di Indonesia bertujuan untuk 
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 
publik. Meskipun telah diupayakan melalui implementasi sistem informasi, 
efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat, 
serta ketimpangan infrastruktur teknologi. Agile government pada reformasi birokrasi 
4.0 yang disokong oleh digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti resistensi terhadap 
perubahan dan kurangnya infrastruktur masih perlu diatasi. Secara keseluruhan, 
transformasi digital dan agile government saling mendukung dalam upaya reformasi 
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 

Pendekatan strategis untuk mengoptimalkan transformasi digital pengelolaan 
keuangan daerah dalam mewujudkan agile government reformasi birokrasi 4.0 secara 
garis besar menekankan pada penciptaan kultur birokrasi baru yang sigap, tangkas dan 
cerdas,  SDM yang kompeten, program kerja yang efektif dan cepat memperoleh hasil 
yang maksimal yang didukung oleh integrasi teknologi di dalamnya. Pendekatan 
tersebut direpresentasikan melalui inovasi teknologi, kolaborasi, fokus pada kualitas 
pelayanan publik, pelatihan, keberlanjutan dan adaptasi, serta monitoring dan evaluasi 
berkala. Maka direkomendasikan pemerintah daerah perlu secara kolaboratif 
membentuk forum percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah lintas 
stakeholder dengan melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.  
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